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ABSTRAK

Korupsi telah lama menjadi persoalan yang amat sukar ditangani di
Indonesia, hingga diibaratkan seperti “corruption as way of live in Indonesia”.
Perbuatan korup telah mengakardan menjalar hampir disetiap instansi
pemerintahan baik dipusat maupun didaerah. Tindak pidana korupsi merupakan
kejahatan ekonomi dan akan lebih tepat jika ditangani dengan aturan yang
berkarakter ekonomi sesuai prinsip economic analysis of law. Maka untuk itu
perlu kita ketahui sejauh mana undang-undang korupsi dan penerapan hukumnya
menerapkan prinsip economic analysis of law, dan bagaimana kebijakan formulasi
tindak pidana korupsi sebagai ius constituendum dalam perspektif economic
analysis of law. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yakni mengkaji UU
korupsi yang berlaku, menjelaskan letak kelemahannya dan memberi masukan
perbaikan hukum di masa depan dalam perspektif economic analysis of law,
dengan menggunakan 4 pendekatan yang dikaji melalui studi pustaka dan
dukumen, kemudian diolah dengan logika dekuktif. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa undang-undang korupsi belum sepenuhnya menerapkan
prinsip economic analysis of law, penegakan hukumnya lebih fokus untuk
memenjara pelaku korupsi daripada mengembalikan kerugian keuangan negara
yang tercermin dari ketentuan aturan yang tidak saling mendukung satu sama lain
sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Maka untuk perbaikan di
masa depan dalam perspektif economic analysis of law berupa menentukan
jumlah kerugian keuangan negara yang dijadikan sebagai parameter dalam
menetapkan sanksi pidana, mengintensifkan pidana mati dan menjadikan pidana
denda sebagai pidana alternatif dengan tidak merumuskan jumlah nominalnya
secara eksplisit di semua pasal tindak pidana namun dirumuskan dengan
melipatgandakan 2-3 kalilipat dari jumlah yang dikorupsinya.

Kata Kunci: korupsi, kerugian keuangan negara, economic analysis of law, denda.
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ABSTRACT

In Indonesia, Corruption has been a difficult problem to be solved and it
can be said that ‘“corruption as way of live in Indonesia”. It taken root and
spread almost in every central government agency or any area. Besides,
corruption is an economic crime and it would be better if it deals with the rules of
economic characteristics in accordance with the principle of economic analysis of
law. Therefore, it needs to be known to what extent the corruption law and the
application of the law applies the principle of economic analysis of law, and how
the formulation of crime corruption as ius constituendum in the perspective of
economic analysis of law. It is a normative juridical research, namely reviewing
the applicable corruption law, explaining the weaknesses and providing input on
future legal improvements in the perspective of economic analysis of law. It uses 4
approaches studied through literature and document studies, then it is processed
by using deductive logic. The result indicated that the corruption law has not fully
implemented the principle of economic analysis of law and its law enforcement is
more focus on imprisoning corruptors than restoring the state financial losses as
reflected in provisions that do not support each other, so that it is difficult to
achieve the expected goals. Therefore, for future improvements in the perspective
of economic analysis of law in the form of determining the amount of state
financial losses that are used as parameters in establishing criminal sanctions,
intensifying capital punishment and making criminal fines an alternative by not
formulating the nominal amount explicitly in all crime but formulated by
multiplying 2-3 times the amount of the embezzled money.

Keywords: corruption, loss of state finances, economic analysis of law, fines.
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